BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.1865, 2015 KEMENHUB. Bandar Udara. Operasi Iraguler.
Penaganan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 190 TAHUN 2015
TENTANG
MANAJEMEN PENANGANAN OPERASI IREGULER BANDAR UDARA

(AIRPORT IRREGULAR OPERATION)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan penanganan terhadap
penumpukan pengguna jasa di bandar udara, perlu
mengatur ketentuan mengenai penanganan operasi

ireguler bandar udara (airport irregular operation);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perhubungan tentang Manajemen Penanganan
Operasi Ireguler Bandar Udara (Airport Irregular

Operation);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
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10.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor Km 60 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas
Bandar Udara,;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun
2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian Dan
Pengawasan Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara,;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun
2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulations Part 139)
tentang Bandar Udara (Aerodrome);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun
2015 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Tingkat
Layanan (Service Level Agreement) dalam Pemberian

Layanan kepada Pengguna Jasa Bandar Udara;
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
MANAJEMEN PENANGANAN OPERASI IREGULER BANDAR
UDARA (AIRPORT IRREGULAR OPERATION).

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang
berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan
kegiatan lainnya  dalam melaksanakan fungsi
keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban
arus lalu lintas Pesawat Udara, penumpang, kargo
dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau
antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi
nasional dan daerah.

Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau
perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan
sebagai tempat Pesawat Udara mendarat dan lepas
landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang,
dan tempat perpindahan intra dan antarmoda
transportasi, Yyang dilengkapi dengan fasilitas
keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas
pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang
digunakan untuk melayani kepentingan umum.

Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga
pemerintah di Bandar Udara yang bertindak sebagai
penyelenggara Bandar Udara yang memberikan jasa
pelayanan kebandarudaraan untuk Bandar Udara yang

belum diusahakan secara komersial.
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5. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum
Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi,
yang kegiatan utamanya mengoperasikan Bandar Udara
untuk pelayanan umum.

6. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum
Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi,
yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara
untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo,
dan/atau pos dengan memungut pembayaran

7. Operasi Ireguler adalah kondisi khusus yang
membutuhkan penanganan dan/atau kemampuan
tertentu guna mengatasi gangguan kelancaran dan
kenyamanan pengguna jasa bandar udara.

Menteri adalah Menteri Perhubungan.

9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan

Udara.

BAB 11

OPERASI| IREGULER BANDAR UDARA

Pasal 2

Penanganan Operasi Ireguler bandar udara meliputi
penanganan penumpukan pengguna jasa di bandar udara

yang disebabkan oleh:

a. terhambatnya operasi penerbangan dan/atau operasi lalu
lintas penerbangan;

b. faktor internal operasi bandar udara;
faktor alam; dan

d. faktor lain-lain.
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Pasal 3

Terhambatnya operasi penerbangan dan/atau operasi lalu

lintas penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf a meliputi:

terlambatnya jadwal kedatangan dan penerbangan
pesawat udara; dan

terjadinya kepadatan arus lalu lintas udara.

Pasal 4

Faktor internal operasi bandar udara sebagaimana dimaksud

dalam pasal 2 huruf b meliputi:

a.

adanya fasilitas bandar udara yang tidak dapat berfungsi
secara maksimal,;

terhambatnya pelayanan jasa pelayanan pendukung
operasi pesawat udara (ground support); dan

adanya kebutuhan pelayanan khusus antara lain
kegiatan VVIP, kegiatan keagamaan, kegiatan

kenegaraan, kegiatan air show, dll.

Pasal 5

Faktor alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c

meliputi:
cuaca;
b. bencana alam; dan

asap menyebabkan jarak pandang dibawah standar

minimal.

Pasal 6

Faktor lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d

adalah faktor yang disebabkan oleh hal-hal di luar dari faktor

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5

antara lain:
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a. kerusuhan;

b. demonstrasi; dan

c. pemogokan tenaga kerja.

BAB 11
PENANGANAN OPERASI IREGULER

BANDAR UDARA

Pasal 7
Badan Usaha Bandar Udara/Unit Penyelenggara Bandar
Udara wajib membentuk Komite Penanganan Operasi
Ireguler Bandar Udara.
Komite Penanganan Operasi Iregular Bandar Udara
bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi dengan
stakeholder dalam menangani terjadinya kejadian operasi

ireguler di bandar udara.

Pasal 8
Komite Penanganan Operasi Ireguler Bandar Udara
terdiri dari:
pengelola bandar udara;

otoritas bandar udara;

a
b
c. badan usaha angkutan udara;
d LPPNPI;

e personil keamanan; dan

f. Custom, Immigration and Quarantine.

Komite Penanganan Operasi Ireguler Bandar Udara
dipimpin oleh Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara
atau pejabat yang setingkat.

Anggota Komite Penanganan Operasi Ireguler Bandar
Udara ditetapkan oleh Kepala Unit Penyelenggara Bandar
Udara atau pejabat yang setingkat setempat dengan masa
tugas selama 3 (tiga) tahun.

Komite Penanganan Operasi Ireguler Bandar Udara

bertugas melakukan koordinasi dalam penanganan
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kejadian operasi ireguler pada bandar udara guna
menjamin kelancaran dan kenyamanan pengguna jasa

bandar udara.

Pasal 9

Komite penanganan operasi ireguler bandar udara wajib
memiliki standar dan prosedur operasi (Standard
Operating Procedure/SOP) dalam rangka menciptakan
koordinasi dan kolaborasi antara stakeholder pada saat
terjadinya keadaan ireguler pada bandar udara.

Standar dan prosedur operasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari
Direktur Jenderal.

Contoh kerangka standar dan prosedur operasional
(Standard Operating Procedure/SOP) penanganan operasi
ireguler bandar udara sebagaimana tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari

peraturan ini.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10
Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap
Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) / Unit Penyelenggara
Bandar Udara (UPBU) terkait penanganan operasi ireguler
pada bandar udara.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:
a. ketaatan Badan Usaha Bandar Udara atau Unit
Penyelenggara Bandar Udara dalam pelaksanaan
dan penerapan Standar dan Prosedur Operasi

penanganan operasi ireguler bandar udara;
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b. pengawasan terkait penanganan operasi ireguler
bandar udara dilakukan oleh inspektur bandar
udara,;

c. penanganan, perbaikan dan penyelesaian atas
gangguan kelancaran dan kenyamanan pengguna
jasa bandar udara terkait penanganan operasi

ireguler bandar udara.

Pasal 11

Komite Penanganan Operasi Ireguler Bandar Udara
melakukan pertemuan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan
sekali.

Komite Penanganan Operasi Ireguler Bandar Udara wajib
membuat laporan hasil evaluasi penanganan operasi
ireguler sebagai hasil pertemuan secara berkala kepada
Direktur Jenderal.

Komite Penanganan Operasi Ireguler Bandar Udara wajib
melaporkan hasil penanganan operasi ireguler segera
setelah terjadinya operasi ireguler di bandar udara

kepada Direktur Jenderal.

BAB V
KOMPENSASI

Pasal 12
Pihak yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh
terjadinya Operasi Ireguler Bandar Udara akibat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan b
diberikan kompensasi.
Kompensasi dikenakan sesuai dengan yang diperjanjikan
dalam Perjanjian Tingkat Layanan (Service Level

Agreement).
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 14
Peraturan Menteri ini  mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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LARTPILAN PN TURARN MR FERFILEUNORM
FEIMELIK INCeNESLA

SMOPMOHE PR TRV A5

TICKTAMCGY AA N AR IGN PIGMAMNCGANMAN  CrPICIEARI
IREGLLEE BANDAE TTDARA (ATRPORT IRREGULAR
OFERATHIN]

STANDARD OPERATING PROCEDURER
OFPERASI IREGULER BANDAR UDARA
[AIRPORT TRREGULAR OPERATION)

1. Pendahuluan

1.1,

1.4

Oyl Trepoder weropalern eipedi=i klanosos yaon: memboioliksn
PerETEALAT danfalan RelsinpoHn erienln guim THegE lias
cangenan kelancaran dan Kenvamanan pengmina jasa handar
s,

ksl dan tojoan Operasi egoler banudar vdara sdalah selegal
rencana kentingensi dan petnnjul pelal=anaan Fang diperaiaplcan
dalam netgaldsl keinumgkingn teriadiyd Eeadaen iropoder di
Darwlar oldra vang bovdainpak kopsada pelayanan dan
I=namanan (wnooinag jasa handar dara.

Legiatan Opersasi Ireguler Banday Tedsrs dilalessniabean olely Koot
Petsamgaiay pevisi lrepolor Baodar Udarn vang dibonitoke peda
I.ntt Penyelengeara Handar Lelara (LIPHL] danfartan Badan Uaaha

Buonidar s (BUBLT

2. Penangyulangan Hejadian Operasi Iregpmler Bandar Udara

2.1.

2.3.

Menerima Laporan

knmite mensrima lapeoran dari sfakakaldar langoota)  terkait
prdens=i terjadinia cperast iregiler bancdar udara. laporan vang
ditcrinme agan sepera disiinean A datalewse dan uencsial deniitas
pela .

Mengelela Infarmasi Laporan

Tounite:  merpeleds aladn moeepiganelizis Laperan daar kemodisg
mengkoordinasikan dengan  stafiehalder torkait untik diambil
longlads Lol bersilal s izipnsl, deay porismieen b kejadioe

eunder e oo,
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2.3 Menjalankan Tindak Lanjut Laporan
2.3.1. Antimipasi

AE 1 Meonviapkan progiram [rranppulangan kondisl
cprerasi irecmler bandar noara;

2317 Momonutor  dan wemmastikean kosidpan poesssin
proang@ilangan  kondist operasi icconaler landar
1lara hersama-sama =takeholdear,

23,13, Monesial apersal dalaan dedaless,

2.5.2. Penanggulangain

2352 1 Kowite welaouiloo beasil  woealise deel laporsa
kondisi operasl  dreguler  eadar odsos Jeopselas
stokefnlder terloair,

25327 Bollbp Stakeholder wmonjalaodean  poigngenlan e
komdisi oporasi  drepolor Landar aidra seswesi
denpgan analisa komite yano dilalesanakan mennrnit
SO0 s sl - L AsI Y

AdiAd komile wwelaksanskan weadlering pelaksansan
penangelangan kondisi operasi iregniler sampai
denpan komedisi operasi repodoer dapal dileeradalilosag,

2.3.3. Pelaporan dan Evaluasi

A400 L Sigkeholder menyampaikan hasil pelaksanaan
pensnggnibagann operasi veguler Dendar wedsrs
kepadla letna komite ssbhagal abhan laporan dan

ewalasi

u
bt

Lmite e Ladoudisa el Llasl Poladosdrmani
penangelangan aperasi ireglar randar ndar dan
mernynEnn laporan dan langhah alsi hasil analisis
pases lecjadian operasio dregoler Deaodar wdars
kepacda [Yrelanr . =ndearal,

AALL A komite memasnklan  informasi paeangomlangan

opelasl nrguler brawdar udara ke dalaan defabase;
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5. Pencegahan Terfadinya Operas] Ireguler Bandar Udarca

AT

EXFIH

ERIR

engidentitilkazl dan merckam  peristiwa ponting antak
analisis sebacal wmbhan masukan dalam npaya pencegahan
cporEsl irceuler Daredaus ol

Wenpumpuilkan dan menymsin intormasi takmal schanyak
mungkin . dart  lejadian vang  herpotensi meniminilkean
operasi imguler bandag odegs leanidasok catataal eatudis &
elelrranik:

Mengaclalzan perremnan mnmk meambabas dan menganalisis
hegjadisna-kejudiony vanlg leapolcasi mendwlaollesn  operssi
irecmiler bandar ndara dengan ssmna anggota kamite vang
teerkedin, Troteoosn terschon disedadesnn sorars Decleali scilip
G (lga) bodan, kejadian-lejacdian weesebut dikagi ulatg nnluk
memastilkan  Handar  Udam memililki pemabanan dan
Jeomnnnal wsane perady dsed peristwd, dson ool wencnioksn
kesosiian ndakan perbaikan winuk nweiniligasi kejadian
di masa vang akan datang

Melakulkenr  analisis wersirukiur dand o peristives vang
sigrifikan. Fokus pericanigan haros s peneehab kejadian
denpan mempsalajari perilakn, praltslk, dan sistem yang acda.
Jilea luad i terjadi, coguemn dend snadisis fid oadalabh amouk
wmergenrangd  alw rmmencegah kemnungkinan ponistiva
terulang lemhali;

Menmaritan kemeajusn darl scance Wadadeant vanag disepaakatll
dan dilakaanalkan aleh komita:

Memastilcan tindalean vang telah disemynt dapat
difrploancanasikan sebagaimdia vang  digaviskan  dalan
Herrana Mksi:

Wemhnat laporan hasil perremnian komire kepacda THreltar

Jederzal,

NRALT AN
KETTIA KOMITE
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